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ABSTRAK 
 
 HAWARIYAH (B111 12 153), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 
1131/Pid.B/2014/PN.MKS)”. Dibawah bimbingan Muhadar selaku 
Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada 
perkara No. 1131/Pid.B/2014/PN.MKS, dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  
1). Penerapan hukum pidana oleh hakim pada perkara No. 
1131/Pid.B/2014/PN.MKS telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur 
pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan telah terbukti dengan 
dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.  
2). Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
perkara No. 1131/Pid.B/2014/PN.MKS telah sesuai berdasarkan pada 
pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dengan melihat alat bukti 
yang sah.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi 
manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa 
masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang 
serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi 
dari sisi perubahan tuntutan, akan tetapi berpengaruh pula pada 
semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat 
transportasi, dan informasi. Modernisasi tidak hanya membawa 
dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya 
dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat 
membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak 
perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala 
kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari modernisasi 
tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa 
dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup 
yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku 
lebih konsumtif. 
Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan 
keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari 
lebih besar pasak daripada tiang yang artinya jangan lebih besar 
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pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia 
yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan 
merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, 
maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya 
tersebut. Salah satunya adalahdengan melakukan tindak pidana 
penggelapan sebagai jalan pintas tersebut.  
Dalam hal ini, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi 
sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana penggelapan.Tindak 
pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari 
adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut 
hilang karena lemahnya suatu kejujuran.Tindak pidana yang 
berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian 
materi diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
 Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang 
sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan 
pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah 
sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana 
ini. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang 
kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. 
Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung 
jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga 
kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang 
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diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana 
penggelapan. 
Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan 
yang penulis angkat adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan 
oleh Rusmia selaku karyawan yang bertugas sebagai Marketing pada 
perusahaan PT. Dwifa Resky Pratama Jl. Andi Mangerangi No. 24 D di 
Kota Makassar yang menerima pembayaran DP atau uang panjar dari 
pembeli atau user sebanyak 9 orang pada Bulan Januari 2012 atau 
setidaknya di waktu lain dalam tahun 2012 langsung di rekening 
pribadinya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian 
sebanyak Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah). 
Terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan mengambil 
dan menggunakan uang DP atau panjar rumah secara bertahap dari 
pembeli atau user dan tidak menyetor uang tersebut kepada 
perusahaan. Setelah dilakukan pengecekan kwitansi dari pembeli atau 
user dengan kwitansi yang diserahkan oleh terdakwa, Ir. Abdul Mukti 
sebagai pemilik perusahaan menemukan adanya perbedaan. Dimana 
salah satu perbedaannya adalah terdakwa menerima uang sebesar 
Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hanya disetor ke kasir 
perusahaan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).Karena 
perbuatannya tersebut sehingga terdakwa dikenakan Pasal 374 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi sanksi selama setahun 
masa kurungan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 
memilih judul tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 
menarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penggelapan dengan pemberatan dalam Putusan No. 
1131/Pid.B/2014/PN. Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam 
Putusan No. 1131/Pid.B/2014/PN. Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam 
Putusan No. 1131/Pid.B/2014/PN. Mks. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
penggelapan dengan pemberatan khususnya dalam Putusan No. 
1131/Pid.B/2014/PN. Mks. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian yaitu : 
1. Memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan khususnya 
kepada mahasiswa lain mengenai penerapan hukum pidana 
materiil terhadap  kasus tindak pidana penggelapan dengan 
pemberatan. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya  yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian. 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih 
lanjut tentang masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 
berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata 
tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan 
meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. 
Sedangkan, yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang 
ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan 
yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau 
penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap 
sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. 
Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut 
menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji 
Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti 
terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang 
tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, 
unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang 
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
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B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau strafbaarfeit adalah perbuatan yang pelakunya 
seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-
undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan 
bahwa: 
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
 
Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni: 
a. Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum. 
b. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. 
c. Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah strafbaarfeit adalah peristiwa 
yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. 
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli 
a. Menurut Simons, tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu 
tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung 
jawab.1 
Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya 
suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat 
                                                          
1 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 
97  
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suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh 
undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka 
tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik 
seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap 
strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum. 
b. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar aturan tersebut.2 
c. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi 
tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu 
pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi 
bagian dari definisi tindak pidana.3 
d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.4 
                                                          
2 www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1 diakses pada 
tanggal 19 Oktober 2015 pukul 17.14 WITA 
3 http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html 
diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 18.00 WITA 
4 Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 
Cetakan ke- 7, hlm. 72 
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e. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu 
perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan 
hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.5 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu 
mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya 
tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan 
perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang dan disertai dengan sanksinya. 
Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut: 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan 
hukum. 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.6 
Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-
unsur tindak pidana adalah: 
                                                          
5 Chairul Huda, 2013, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 27 
6 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 
97 
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1. Subyek 
2. Kesalahan 
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan) 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang atau perundang-undangan dan terhadap 
pelanggarnya diancam dengan pidana. 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).7 
Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dari dua sudut 
pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-
undang. Teotiris artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-
undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-
undangan yang ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi 
Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-
unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin 
dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana 
(strafbaarfeit) adalah: 
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat 
atau membiarkan). 
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 
                                                          
7 Ibid. hlm. 99 
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3. Melawan hukum (onrechtmatig) 
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar 
person). 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana (strafbaarfeit). Unsur obyektif adalah semua 
unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni 
semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak 
pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai 
batin atau melekat pada batin orangnya.8 
a) Unsur Obyektif: 
1. Perbuatan orang. 
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka 
umum”. 
b) Unsur Subyektif  
1. Orang yang mampu bertanggung jawab. 
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan 
                                                          
8 Op.cit hlm. 83 
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Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan 
atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.9 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku 
b. Unsur melawan hokum 
c. Unsur kesalahan 
d. Unsur akibat konstitutif 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan 
i. Unsur objek hukum tindak pidana 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur obyektif. 
Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu: 
1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan 
hukum dilarang dan diancam pidana. 
                                                          
9 http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html diakses pada 
tanggal 20 Oktober 2015 pukul 14.27 WITA 
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2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan 
atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), 
sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang 
yang menimbulkan kejadian tersebut. 
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, 
oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan 
kejadian itu ada hubungan erat pula. 
Strafbaarfeit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah 
mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia 
tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana. 
Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut: 
1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang 
melakukannyalah yang dapat dijatuhi pidana 
2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda 
dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu 
diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan 
cantik, dan lain-lain. 
3. Istilah strafbaarfeit sesungguhnya bersifat eliptis yang bila 
diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat 
dipidana. Istilah criminal act lebih tepat, karena hanya 
menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.10 
                                                          
10 http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01 diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 
14.42 WITA 
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Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang 
berbeda-beda mengenai istilah strafbaarfeit atau tindak pidana, akan 
tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian 
dan maksud yang terkandung di dalamnya. 
4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian 
melawan hukum, yaitu: 
a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
bertentangan dengan hukum.11 
b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan 
hak orang lain” (hukum subjektif). 
c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 
Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa 
wenang” atau “tanpa hak”. 
d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum 
Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN 
memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau 
anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.12 
 
                                                          
11 Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 
Yogyakarta, hlm. 191 
12 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 52 – 53. 
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5. Perbuatan Melawan Hukum (Wedererechttelijke) 
Sifat melawan hukum merupakan salah satu syarat adanya 
kesalahan. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut 
Hoffman harus memenuhi empat unsur berikut: 
a. Harus ada yang melakukan perbuatan. 
b. Perbuatan itu harus melawan hukum. 
c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain. 
d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dilimpah kepadanya.13 
Yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit 
dan arti luas ada pada poin kedua yaitu perbuatan itu harus melawan 
hukum. Dalam arti sempit, pengertian hukum disini hanyalah hukum yang 
tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang. Sedangkan dalam arti 
luas yang dimaksudkan dengan hukum yang tidak tertulis, seperti 
kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. 
Pandangan mengenai perbuatan melawan hukum pun terbagi atas 
dua pandangan yaitu: 
a. Pandangan formil 
Menurut pandangan ini, yang dimaksud dengan perbuatan 
bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-
pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
                                                          
13 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/perbuatan-melawan-hukum.html diakses 
pada tanggal 21 Oktober pukul 11.13 WITA 
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Dalam hal ini berarti melawan undang-undang sebab hukum 
adalah undang-undang. 
b. Pandangan materiil 
Menurut pandangan ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi 
pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya hukum 
yang tertulis, tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-
kaidah atau kenyataan-kenyataan di masyarakat.14 
6. Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan 
Secara sederhana, penyalahgunaan kewenangan adalah 
menyalahgunakan hak yang diberikan untuk maksud tertentu yang 
menyimpang. Dimana seseorang menggunakan wewenang yang 
diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan diluar dari wewenang yang 
diberikan kepadanya. 
Pada dasarnya hukum pidana tidak memberikan pengertian sendiri 
tentang penyalahgunaan kewenangan. Pengertian unsur  
penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 jo Undang-Undang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah 
berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, No. 1340 
K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan 
kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 
Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain 
                                                          
14 Op.cit, hlm. 53 
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dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan 
“detourment de pouvoir”.15 
Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum 
administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu: 
a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan 
yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk 
menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; 
b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat 
tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi 
menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang atau peraturan-peraturan lainnya; 
c) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan 
prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan 
tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.16 
Meskipun penyalahgunaan kewenangan lebih menitikberatkan 
kepada aparatur sipil negara, akan tetapi penyalahgunaan wewenang 
tetap tidak boleh dilakukan oleh individu yang berada di dalam 
pemerintahan maupun diluar dari pemerintahan itu sendiri. 
 
 
 
                                                          
15 http://www.fhumj.org/berita_info/berita_detail/12 diakses pada tanggal19 Oktober 2015 
pukul 20.32 WITA 
16 Iainptk.ac.id-tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang diakses pada tanggal 20 Oktober 
2015 pukul 19.30 WITA 
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C. Tindak Pidana Penggelapan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 
Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dalam bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu 
tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang 
lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik 
barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), 
menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.17 
Penggelapan (verduistering) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan 
Pasal 377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri 
diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Tindak pidana 
penggelapan dikategorikan sebagai berikut: 
1. KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa) 
2. KUHPidana dalam Pasal 373 (penggelapan ringan) 
3. KUHPidana dalam Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan 
dengan pemberatan)  
4. KUHPidana dalam Pasal 377 (penggelapan dalam keluarga). 
Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan 
hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak 
pidana penggelapan menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana adalah: 
                                                          
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan diakses pada tanggal  20 Oktober 2015 pukul 
16.44 WITA 
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Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam 
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun 
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.18 
 
Dalam tindak pidana penggelapan, memenuhi unsur-unsur dalam 
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 
1. Barangsiapa; 
Unsur  barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek 
tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini 
menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi 
maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti 
memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat 
disebut sebagai pelaku. 
2. Dengan sengaja; 
Dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak 
pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek 
tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. 
Hal ini dikarenakan  unsur “dengan sengaja” merupakan unsur 
dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur 
tersebut harus dibuktikan. Bahwa terdapat dua teori berkaitan 
“dengan sengaja”. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam 
                                                          
18 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm#b2_24 diakses pada tanggal 18 Okt 2015 
pukul 17.28 WITA 
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pasal ini, adalah seorang pelaku sengaja melakukan perbuatan-
perbuatan dalam Pasal 372 KUHP. 
3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu 
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; 
Maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan 
yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan 
norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau 
norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau 
bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai 
sanksi hukum. 
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka 
pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan 
harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan 
kejahatan. 
Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah “kejahatan yang 
hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya 
ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di 
tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada 
penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan 
si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”.19 
                                                          
19 http://herybastyani.blogspot.co.id/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html diakses 
pada tanggal 18 Okt 2015 pukul 18.01 WITA 
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Perbedaan mendasar antara penggelapan dan pencurian 
adalah penggelapan didasari atas rasa kepercayaan kepada 
seseorang sehingga seseorang itu mau memberikan harta 
bendanya tanpa paksaan. Sedangkan pencurian adalah 
mengambil atau menguasai secara tidak sah harta benda milik 
orang lain tanpa seizin pemilik. 
Dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, tindak 
pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana 
baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman 
lama orang membuat perbedaan antara yang disebut dengan 
pencurian seperti yang biasanya kita kenal atau menguasai 
secara tidak sah.20 
Selanjutnya, dibuat perbedaan mendasar antara apakah 
benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepada 
atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam 
penguasannya. 
Dalam pengertian seperti itulah sehingga orang Jerman 
kemudian memasukkannya ke dalam undang-undang mereka 
yang disebut verduistering atau penggelapan sebagai tindak 
pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian. 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 
Wetboek van Strafrecht, yang ternyata rumusannya sama dengan 
                                                          
20 Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 
Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, hlm. 111  
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rumusan tindak pidana . penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan 
akan tetapi tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan 
hukum karena penggelapan tidak diawali dengan kejahatan. 
Contohnya adalah penyerahan uang pembelian dari Mr.Y 
kepada Mr.X dilakukan atas dasar hukum yang sah, yaitu perjanjian 
jual beli motor diantara mereka. Dalam perjanjian itu, penyerahan 
uang pembelian adalah perbuatan yang sah karena didasari oleh 
perjanjian yang sah. Kalau kemudian Mr.X tidak menyerahkan 
sepeda motornya dan membawa kabur uang pembelian itu, maka 
pada saat tidak diserahkannya sepeda motor itulah perbuatan 
penggelapan uang pembelian itu telah dilakukan.  
Logika ini sama seperti misalnya seorang kurir yang 
ditugaskan untuk mengantarkan uang ke suatu tempat, namun 
uang tersebut tidak diserahkan ke tempat tujuannya melainkan 
digunakan sendiri oleh si kurir. Penyerahan uang kepada kurir 
untuk diantarkan ke suatu tempat adalah perbuatan yang sah 
berdasarkan tugas yang diberikan si pengirim uang, namun tugas 
itu diselewengkannya secara melawan hukum, sehingga dapat 
dikatakan si kurir telah melakukan penggelapan. 
Akan tetapi rumusan penggelapan bukan dimaksudkan 
memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak 
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terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering 
yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan 
penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara 
luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya 
sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam bentuk 
pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Unsur subjektif 
Dengan sengaja atau opzettelijk. Unsur ini merupakan 
satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana 
penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak 
pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. 
Karena merupakan unsur dari tindak pidana 
penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus 
didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dankarena 
unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan 
sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang 
memeriksa perkara terdakwa.21 
Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa 
karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang 
                                                          
21 Ibid, hlm. 113 
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disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka di sidang 
pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat 
membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar: 
1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu 
benda secara melawan hokum 
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah 
benda 
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin 
dikuasainya adalah milik orang lain. 
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan 
karena kejahatan.22 
Kesengajaan yang ditujukan pada semua unsur yang 
ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. 
Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai 
dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, 
sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut 
orang tidak memerlukan tindakan lain.23 
Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa 
seperti yang dimaksud di atas dapat dibuktikan, maka orang 
tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur 
                                                          
22 Ibid, hlm. 114 
23 Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayu Media, hlm. 
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dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 
penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.  
Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari 
kehendak atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, 
maka hakim harus memberikan putusan bebas. 
b. Unsur objektif 
Unsur objektif terdiri atas: 
1. Barang siapa 
Kata barangsiapa ini menunjukkan kepada orang, 
yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur 
tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku 
dari tindak pidana yang bersangkutan.24 
2. Menguasai secara melawan hukum (zich wederrechtelijk 
toeeigenen) 
Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya. 
Perlu ditekankan disini bahwa menguasai untuk dirinya 
sendiri yang dimaksudkan adalah yang melawan hukum. 
Dimana pelaku ingin menguasai milik orang lain untuk 
kepentingannya sendiri. Apabila penguasaan tersebut 
tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak 
                                                          
24 Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit. hlm. 115 
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mana benda itu dapat berada dibawah kekuasannya , 
maka ini tidak memenuhi unsur dalam pasal ini.25 
3. Suatu benda (eenig goed) 
Meskipun dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak 
pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda 
tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan 
ataupun yang sering disebut benda bergerak. Tidak 
menutup kemungkinan pula penggelapan dapat 
dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.26 
4. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain 
Dalam unsur ini, seseorang dapat dikatakan 
menggelapkan apabila sebagian itu merupakan milik 
orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh 
menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia 
memiliki usaha bersama dengan orang lain.27 
5. Berada padanya bukan karena kejahatan 
Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah 
menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan 
langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan 
suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara 
                                                          
25 Ibid, 118 
26 Ibid, hlm. 127 
27 Ibid, hlm. 128 
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melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai 
tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.28 
Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur 
kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara 
kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, 
dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya. 
3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan 
Pasal 377 KUHP. Dengan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut 
dilakukan, maka tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa 
bentuk: 
a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok 
Pasal 372 KUHP merupakan bentuk tindak pidana 
penggelapan dalam bentuk pokok, yang mengutarakan bahwa: 
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah. 
 
Dari rumusan di atas, maka ada unsur-unsur tindak pidana yang 
terdiri atas: 
1. Unsur subyektif 
- Dengan sengaja (opzettelijk) 
                                                          
28 Ibid, hlm. 129 
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2. Unsur objektif 
- Barang siapa 
- Menguasai secara melawan hukum (zich wederrechtelijk 
toeeigenen) 
- Suatu benda (eenig goed) 
- Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain 
- Berada padanya bukan karena kejahatan. 
b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan 
Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan, menurut Lamintang tindak pidana penggelapan ringan 
ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 
KUHP yang mengutarakan sebagai berikut: 
Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang 
digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua 
ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau 
dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. 
 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 
KUHP disebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan dengan 
unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan di dalam 
tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP 
ialah, karena yang menajdi objek tindak pidana penggelapan 
tersebut: 
1. Bukan merupakan hewan ternak, dan 
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2. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.29 
3. Besarnya ketentuan harga tentu tidak sesuai lagi dengan 
keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek 
disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada 
pertimbangan hakim. 
4. Tindak Pidana Penggelapan dengan Unsur-Unsur yang 
Memberatkan 
Yang dimaksudkan dengan tindak pidana penggelapan 
dengan unsur-unsur yang memberatkan adalah tindak pidana 
penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang 
mengutarakan bahwa: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang 
berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena 
pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 
 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 
KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, 
yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. 
Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena 
tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada 
pada pelaku: 
a. Karena hubungan kerja pribadinya 
b. Karena pekerjaannya 
                                                          
29 Ibid, hlm. 133 
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c. Karena mendapat imbalan uang.30 
Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja 
pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu 
perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana 
penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja 
pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. 
Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak 
pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan 
ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau 
berhubungan dengan pekerjaan. 
Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang tindak 
pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan 
tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam 
fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai 
untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada 
hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-
tugas kepemerintahan. 
Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja 
pada tugas kenegaraan atau tugas pemerintahan diatur dalam 
Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 
                                                          
30 Ibid, hlm. 134 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
mengutarakan bahwa: 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai 
negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang 
lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 
 
Meskipun begitu, dalam putusan kasasi tanggal 8 Mei 1957 
No. 83K/Kr/1956, Mahkamah Agung RI mengartikan bahwa tindak 
pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP hanya 
sebagai tindak pidana penggelapan jabatan saja. Hal ini berarti 
apabila seorang pejabat pemerintahan melakukan tindak pidana 
penggelapan di dalam jabatannya, yang seharusnya pegawai 
tersebut dipidana dengan Pasal 415 KUHP tetapi tetap dinyatakan 
terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang dimaksudkan 
dalam Pasal 374 KUHP.31 
Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya 
hubungan kerja pribadi adalah misalnya seorang staff dalam 
sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan 
selain dari tujuan perusahaan tersebut. 
Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya 
adalah antara majikan dan buruh. Contoh dari tindak pidana 
                                                          
31 Lamintang dan Samosir, 2007, Hukum Pidana Indonesia, Medan, Sinar Baru, Cetakan 
Pertama, hlm. 159 
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penggelapan karena adanya upah berupa uang adalah pekerja 
stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik 
penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang 
milik penumpang. 
 
 
 
5. Tindak Pidana Penggelapan oleh Wali dan Lain-Lain 
Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang 
wali dan lain-lain diatur dalam Pasal 375 KUHP yang 
mengutarakan bahwa: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang, kepada siapa suatu 
benda itu karena terpaksa telah diserahkan untuk disimpan atau 
oleh wali-wali, pengampu-pengampu, kuasa-kuasa, pelaksana-
pelaksana wasiat, pengurus-pengurus dari lembaga-lembaga 
kebajikan atau dari yayasan-yayasan, terhadap suatu benda 
yang ada dalam penguasaan mereka karena kedudukan 
mereka yang demikian, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya enam tahun. 
 
Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 
KUHP juga merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur 
memberatkan, yakni karena benda tersebut yang digelapkan 
merupakan benda yang ada pada pelaku: 
a. Karena keadaan terpaksa benda itu diserahkan kepadanya 
untuk disimpan 
b. Dalam keadaannya sebagai seorang wali 
c. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu 
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d. Dalam keadannya sebagai seorang kuasa 
e. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat 
f. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga 
kebajikan atau suatu yayasan.32 
Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang 
bilamana sebuah benda berada di tangan seseorang atau 
diserahkan atau disimpan karena terpaksa. Akan tetapi dalam 
contohnya dalam peristiwa darurat seperti kebakaran atau banjir 
biasanya perhatian korban hanya ditujukan kepada 
menyelamatkan nyawa, tetapi bila korban meletakkan barang-
barangnya di pekarangan rumah tetangganya maka hal itu 
disebut sebagai disimpan karena terpaksa. Jika pemilik 
pekarangan atau tetangga tersebut mengambil barang-barang 
yang diletakkan di pekarangannya karena peristiwa-peristiwa 
darurat, maka pemilik pekarangan tersebut telah melakukan 
tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 375 
KUHP dan dapat dijatuhi pidana selama enam tahun. 
Yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan yang 
diatur dalam Pasal 375 KUHP oleh seorang wali ialah orang 
yang dalam penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk 
                                                          
32 Lamintang dan Theo Lamintang, Op.cit, hlm. 142 
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melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum 
dewasa atas harta kekayaan mereka.33 
Seorang pengampu adalah orang yang dengan suatu 
penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk 
melakukan pengawasan terhadap orang dewasa dengan harta 
kekayaan mereka karena tidak mampu mengurus harta 
kekayaannya disebabkan oleh gangguan jiwa atau karena sifat 
boros apabila mereka memegang harta kekayaan itu sendiri.34 
Pelaksana wasiat di dalam rumusan Pasal 375 KUHP 
adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain di dalam wasiatnya 
untuk melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam surat 
wasiat apabila ia meninggal dunia. Jadi, benda tersebut berada 
dalam penguasaannya karena kedudukannya sebagai seorang 
wali, pengampu, atau pelaksana wasiat dengan syarat adanya 
hubungan langsung dengan kedudukannya tersebut.35 
Rumusan Pasal 375 KUHP tentang keadaannya sebagai 
pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan 
adalah lembaga yang berdiri atas dasar peduli sesama 
manusia. Misalnya lembaga yang bersifat tetap seperti Palang 
Merah Indonesia (PMI), maupun lembaga yang bersifat 
                                                          
33 Ibid, hlm. 143 
34 Ibid, hlm. 144 
35 Ibid 
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insidentil misalnya panitia pengumpul dana untuk korban banjir 
atau gempa bumi.36 
Hoge Raad mengatakan tentang lembaga kebajikan atau 
suatu yayasan adalah meskipun tidak diangkat secara sah 
menurut hukum, akan tetapi dapat dikenakan Pasal 375 KUHP 
apabila seseorang dalam lembaga tersebut menggelapkan uang 
lembaga. 
 
6. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga 
Tindak pidana penggelapan dalam keluarga diatur dalam 
Pasal 376 KUHP yang berbunyi: 
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi 
kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini. 
 
Jadi, dalam Pasal 376 KUHP dapat diketahu pada dasarnya 
adalah: 
a. Bahwa Pasal 376 ayat (1) KUHP telah membuat keadaan 
tidak bercerai meja makan dan tempat tidur dan keadaan 
tidak bercerai harta kekayaan menjadi dasar yang 
meniadakan penuntutan bagi seorang suami atau istri, jika 
mereka bertindak sebagai pelaku atau sebagai orang yang 
membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 
suami atau istri mereka. 
                                                          
36 Ibid, hlm. 145 
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b. Bahwa Pasal 376 ayat (2) KUHP telah membuat tindak 
pidana penggelapan sebagai delik aduan relatif yakni tindak 
pidana itu telah dilakukan atau telah dibantu pelaksanannya 
untuk melakukan tindak pidana penggelapan oleh seorang 
suami atau seorang istri yang telah bercerai harta kekayaan 
dengan suami atau istrinya dan tindak pidana tersebut terjadi 
kepada mereka, ataupun jika pelaku atau orang yang 
membantu mereka masih memiliki hubungan darah atau 
saudara karena perkawinan.37 
Delik aduan relatif adalah delik aduan yang terjadi dimana 
adanya suatu pengaduan itu merupakan syarat untuk melakukan 
penuntutan atau orang yang namanya disebut dalam pengaduan. 
Pasal 377 KUHP lebih menekankan pada: 
1. Pada waktu menjatuhkan pidana karena telah melakukan salah 
satu kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, 
dan Pasal 375 KUHP, hakim dapat mengumumkan putusannya 
dan dapat pula menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak 
yang diatur dalam Pasal 35 No. 1 sampai dengan No. 4. 38 
Dimana dalam Pasal 35 KUHP No. 1 – 4 berisi tentang: 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu 
b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata 
                                                          
37 Ibid, hlm. 147 
38 Ibid, hlm. 149 
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c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan umum 
d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang 
bukan anak sendiri.39 
2. Jika orang tersebut yang bersalah telah melakukan kejahatan di 
dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk 
melakukan pekerjaan tersebut. 
D. Pemberatan Pidana karena Jabatan 
Pemberat pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat 
atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari 
jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya tindak 
pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat 
untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana 
diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan 
apa yang dilarang undang-undang.40 
E. Perseroan Terbatas (PT)  
1. Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang 
Secara khusus, badan usaha Perseroan Terbatas diatur 
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
                                                          
39 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 
pukul 19.51 WITA 
40 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 79 
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Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan 
Terbatas, pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum 
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya. 
Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh 
undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan 
hukum. Dengan status yang demikian itu, Perseroan Terbatas 
menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan 
kewajiban sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia 
dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang. 
2. Pengertian Perseroan Terbatas 
Perseroan terbatas (PT) yang berasal dari Bahasa Belanda 
naamloze vennootschap adalah suatu badan hukum untuk 
menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham 
yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. 
Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat 
diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat 
dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 
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Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya 
modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan 
perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan 
sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat 
memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan 
perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang 
terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang 
perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang 
tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. 
Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan 
tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 
Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut 
dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan 
yang diperoleh perseroan terbatas. 
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari 
obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah 
mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung 
atau ruginya perseroan terbatas tersebut.41 
3. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas 
                                                          
41 https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas diakses pada 23 Oktober pukul 18.09 
WITA 
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Berdasarkan pengertian dari Perseroan Terbatas itu sendiri, 
maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT 
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal. 
b. Didirikan atas dasar perjanjian 
c. Melakukan kegiatan usaha 
d. Modalnya terbagi saham-saham 
e. Memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas 
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi 
persyaratan material antara lain: 
a. Perjanjian antara dua orang atau lebih  
b. Dibuat dengan akta autentik  
c. Modal dasar perseroan  
d. Pengambilan saham saat perseroan didirikan 
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta 
resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya 
dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang 
usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan 
oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
(dahulu Menteri Kehakiman). 
Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan 
kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara 
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pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan 
perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam 
bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas 
terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. 
Para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada 
direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan 
sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan 
dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili 
perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. 
Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 %) maka 
direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak 
ketiga, untuk kemudian dirapatkan. 
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran 
direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, 
menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu 
memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk 
mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau 
tidak.42 
F. Pemidanaan 
1. Tujuan Pemidanaan 
                                                          
42 https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-terbatas-menurut-
undang-undang-perseroan-terbatas/ diakses pada tanggal 24 Oktober pukul 10.50 WITA 
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Pidana merupakan bentuk hukuman paling keras dan 
merupakan urat nadi dari hukum pidana. Tujuan dari penjatuhan 
hukuman atau sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku 
tindak pidana. Tanpa adanya sanksi, perbuatan melanggar hanya 
sekedar pelanggaran biasa. Meski dianggap menyalahi Hak Asasi 
Manusia, akan tetapi penjatuhan pidana kepada para pelaku dan 
penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dilakukan 
dengan sangat hati-hati dan selektif. 
Secara umum tujuan pemidanaan memiliki tujuan ganda, 
yaitu: 
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik yang 
terjadi dapat selesai. 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu pemidanaan bukan 
dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk 
merendahkan martabat manusia. 
Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan 
KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah: 
1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat. 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang baik dan berguna. 
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3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat. 
4. Membebaskan rasa bersalah pada pidana. 
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.43 
Alasan pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok pokok, yaitu: 
1. Teori Pembalasan 
Teori pembalasan membenarkan adanya pemidanaan 
karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori 
pembalasan terbagi atas dua macam antara lain: 
a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus 
dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau 
kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang 
diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. 
b. Teori pembalasan yang subyektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian 
atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan 
                                                          
43 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 
141 
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yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya 
dijatuhi pidana yang ringan.44 
2. Teori Tujuan 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan 
terjadinya kejahatan. Dimana dipertimbangkan pula pencegahan 
untuk masa mendatang. Perbedaan dengan teori pembalasan 
adalah pada teori ini memikirkan hari-hari yang akan dating demi 
pelaku untuk menjadi baik kembali. 
Teori ini memiliki dua pandangan berbeda yakni untuk 
pencegahan umum dimana bersifat menakut-nakuti guna 
memperbaiki atau membuat pelakunya bertaubat karenanya. 
Selanjutnya adalah untuk pencegahan khusus guna mencegah niat 
jahat dari pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak 
mengulangi perbuatannya.45 
3. Teori Gabungan 
Menurut Herbert L. Packer terdapat tiga macam teori 
pemidanaan yaitu: 
a. Teori Retribution dimana terdiri dari dua versi. Versi pertama 
teori balas dendam. Dimana pemidanaan dilakukan sebagai 
pembalasan semata. Sedangkan versi kedua adalah teori 
                                                          
44 Ibid, hlm. 142 
45 Ibid, hlm. 143 
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penebusan dosa. Dimana teori ini hanya dengan pidana 
seseorang dapat menebus dosa yang dilakukannya.46 
b. Teori Utilitarian Prevention yaitu melihat pemidanaan dari segi 
manfaat atau kegunaannya. Teori ini dari segi etika normatif 
yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah 
yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan 
sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi 
penderitaan.47 
c. Teori Behavioral Prevention yaitu pencegahan perilaku dimana 
teori ini termasuk teori pembinaan guna memperhatikan kepada 
pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang 
dilakukannya untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana.48 
Sehingga pada teori gabungan tujuannya untuk agar pelaku 
meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma 
yang berlaku. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa 
pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa 
yang akan datang. Teori inilah yang dianut oleh Rancangan KUHP 
Pasal 141 sampai dengan Pasal 144. 
2. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
                                                          
46 Ibid, hlm. 144 
47 https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme diakses pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 
12.03 WITA 
48 Erdianto Effendi, Op.cit. hlm. 145 
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“pidana” pada umunya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 
pelaku kejahatan yang dapat dibenarkan secara normal, bukan 
terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif 
bagi si pelaku tetapi juga untuk orang lain. Pidana dijatuhkan agar 
pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain takut untuk 
melakukan kejahatan serupa. 
Jelas bahwa pemidanaan bukan untuk tindakan balas 
dendam akan tetapi sebagai upaya pembinaan bagi seorang 
pelaku dan juga upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan 
serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 
terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai 
berikut: 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang 
berwenang49 
3. Jenis-Jenis Pemidanaan 
Hukum pidana Indonesia mengatur tentang jenis-jenis 
pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: 
                                                          
49 www.raypratama.blogspot.co.id diakses pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 20.48 
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a. Pidana Pokok: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
b. Pidana Tambahan: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim50 
Adapun kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana 
tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang 
diaturnya, yang terberat disebutkan terlebih dahulu. Adapun 
tentang pidana tambahan bersifat fakultatif yang artinya dapat 
dijatuhkan ataupun tidak. Hal ini terkecuali bagi kejahatan Pasal 
250 bis (uang kertas Negara yang dipalsukan atau dirusak, uang 
kertas Negara yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau 
benda-benda yang gunanya untuk memalsukan atau mengurangi 
nilai mata uang untuk melakukan kejahatan). 
Pasal 260 (menggunakan materai Pemerintah Indonesia 
untuk kejahatan misalnya menghilangkan cap, meminta orang lain 
menggunakannya seolah-olah materai tersebut belum dipakai, atau 
dengan sengaja menjual, memakai, menawarkan, dan 
                                                          
50 Ibid 
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menyerahkan materai tersebut) dan Pasal 275 KUHP (menyimpan 
bahan atau benda untuk melakukan kejahatan seperti akta otentik, 
surat utang, surat sero, atau surat kredit) menjadi bersifat 
keharusan. 
G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan 
melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu 
didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh 
dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga 
harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama 
pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk 
menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, 
artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang 
untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk 
diadili. 
Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan 
suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui 
bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan 
waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau 
bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun 
lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di 
pengadilan. 
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Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk 
menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, 
seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, 
keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta 
adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan 
saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan 
sebagai alat bukti dalam persidangan.51 
Jika Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka 
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum 
bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan 
secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. 
Tujuan akhir dari penjatuhan putusan itu menjadi tujuan seluruh 
tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat 
yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.52 
1.   Alat Bukti 
Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat 
bukti khusus pidana dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan tentang alat bukti 
                                                          
51 https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-
menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/ diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. 00.31 
WITA 
52 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 
89 
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yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, 
dan keterangan terdakwa.  
a. Keterangan saksi 
Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah 
satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 
saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, 
lihat sendiri, dan alami sendiri yang ia sebut dengan 
pengetahuannya itu. 
b. Keterangan ahli 
Keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 
c. Bukti surat 
Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat 
tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati 
atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 
dipergunakan sebagai pembuktian. 
d. Petunjuk 
Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya 
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya. 
e. Keterangan terdakwa 
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Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau alami sendiri.53 
 
2.  Fakta Hukum 
Kasus ini bermula pada seorang yang bernama Rusmia, yang 
dulunya bekerja menjadi Staff Marketing pada perusahaan PT. Dwifa 
Resky Pratama Jl. Andi Mangerangi No. 24 D. Selama menduduki 
jabatan tersebut, terdakwa terbukti menggelapkan pembayaran uang 
panjar atau DP dari pembeli atau user sebanyak 9 orang pada bulan 
Januari 2012 langsung di rekening pribadinya. Rusmia menyetorkan 
uang pembayaran DP rumah tersebut ke perusahaan hanya sebagian 
dan sebagiannya lagi digunakan untuk kepentingan pribadinya. 
Setelah kwitansi diperiksa oleh pemilik perusahaan yang juga Direktur 
Utama perusahaan tersebut, ditemukan bahwa Rusmia tidak menyetor 
uang pembayaran secara penuh. Dengan begitu Rusmia terbukti 
menggelapkan uang milik perusahaan dan membuat perusahaan rugi 
sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). 
Adapun bentuk putusan akhir pengadilan adalah sebagai berikut: 
a. Putusan bebas (vrijspraak) 
Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dari 
hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan 
                                                          
53 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 251 
sampai dengan 284 
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yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputuskan bebas. Yang dimaksud 
dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak 
cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 
dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum 
secara pidana ini maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan 
segala tuntutan hukum. 
b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala 
tuntutan hukum (ontslag van rechsvervolging) 
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu 
bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terkandung dalam 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan 
pada kriteria sebagai berikut: 
1. Apa yang didakwakan keapda terdakwa memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan. 
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 
Misalnya ada kasus polisi yang bertugas menjadi regu 
tembak menembak mati seorang terpidana, atas 
perbuatannya tersebut polisi tersebut  di jadikan terdakwa 
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kasus pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Akan 
tetapi, karena perbuatan terdakwa yang menghilangkan 
nyawa korban secara berencana adalah dalam kualifikasi 
menjalankan ketentuan Undang-Undang, maka perbuatan 
terdakwa tersebut menjadi hal yang dibenarkan oleh hukum 
sehingga perbuatannya tersebut tidak lagi merupakan suatu 
tindak pidana. 
c. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa 
(veroordeling) 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika 
pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dengan 
demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu 
apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah 
terbukti secara sah dan meyakinkan yang telah ditentukan 
dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: 
1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
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Dalam prakteknya, seorang hakim tetap memperhatikan 
pertimbangan yang bisa memberatkan dan meringankan 
terdakwa. Contoh hal yang memberatkan adalah terdakwa 
pernah dihukum sebelumnya, dalam persidangan terdakwa 
tidak mengakui kesalahan dan memberikan keterangan yang 
berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. 
Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui 
kesalahan dan memberikan keterangan dengan mudah dan 
berterus terang, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, atau 
terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.54
                                                          
54 www.raypratama.blogspot.co.id diakses pada tanggal 25 Oktober 2015 pada pukul 
00.56 WITA 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
1. Lokasi Penelitian 
Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu 
penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani kasus Tindak Pidana Penggelapan dengan 
Pemberatan. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh akan digunakan penulis dalam meneliti 
sebagai berikut: 
1. Data yang secara langsung diperoleh di lokasi penelitian yaitu di 
Pengadilan Negeri Makassar yang diperoleh dengan wawancara 
dengan narasumber. 
2. Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian 
kepustakaan (library research) baik dengan tehnik pengumpulan 
dan inventarisasi buku-buku, karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel 
dari internet yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 
dibahas dalam tulisan ini dan bahan hukum yang terdiri dari 
perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-
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Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi hal-hal yang 
berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana 
penggelapan dengan pemberatan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh 
pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar. 
b. Metode wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab kepada 
pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani kasus ini, antara 
lain Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara 
ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana 
ini. 
4. Teknik Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, 
yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang 
dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. 
Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan 
mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 
penulisan proposal ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dengan Pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 
1131/Pid.B/2014/PN.MKS 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan 
mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak 
pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam Putusan Nomor 
1131/Pid.B/2014/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi 
kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut: 
A. Posisi Kasus 
Terdakwa dalam kasus ini bernama Rusmia, seorang staff 
Marketing pada perusahaan PT. Dwifa Resky Pratama yang 
beralamat di Jalan Andi Mangerangi No. 24 D. Dimana terdakwa diberi 
tugas menjual rumah dan menerima pembayaran DP atau uang panjar 
perumahan dari pembeli atau user. Terdakwa bekerja di perusahaan 
tersebut terhitung dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dengan gaji per 
bulan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu). 
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Selama menduduki jabatan tersebut, terdakwa terbukti 
menggelapkan pembayaran uang panjar perumahan atau DP dari 
pembeli sebanyak 9 orang pada bulan Januari 2012 langsung di 
rekening pribadinya. Rusmia menyetorkan uang pembayaran DP 
rumah tersebut ke perusahaan hanya sebagian dan sebagiannya lagi 
digunakan untuk kepentingan pribadinya. Setelah kwitansi diperiksa 
oleh pemilik perusahaan, Ir. Abdul Mukti yang juga Direktur Utama 
perusahaan tersebut, ditemukan bahwa Rusmia tidak menyetor uang 
pembayaran secara penuh. Dengan begitu Rusmia terbukti 
menggelapkan uang milik perusahaan dan membuat perusahaan rugi 
sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). 
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Primair 
 Bahwa ia terdakwa Rusmia selaku karyawan dengan gaji per 
bulan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 
bertugas sebagai staff Marketing pada PT. Dwifa Resky Pratama yang 
menerima pembayaran DP atau uang panjar dari pembeli/ user, pada 
sekira bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam tahun 2012, bertempat di PT. Dwifa Resky Pratama Jl. Andi 
Mangerangi No. 24 D Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
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orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan. 
 Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat 
upah untuk itu, yakni uang pembayaran DP/ uang panjar perumahan 
yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sekira 
sebesar Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah). 
 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai 
berikut: 
 Terdakwa selaku staf Marketing pada perusahaan telah 
mengambil dan menggunakan uang panjar pembayaran perumahan 
perusahaan PT. Dwifa Resky Pratama secara bertahap dengan cara 
ketika terdakwa menerima pembayaran uang panjar perumahan dari 
pembeli atau user yang menyetor secara langsung dan yang mengirim 
atau mentransfer ke rekening pribadi terdakwa, lalu sebagian uang 
pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan ke kasir perusahaan 
melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan dirinya sendiri. 
 Setelah dilakukan pengecekan ulang kepada para pembeli 
dengan mencocokkan bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran 
ditemukan perbedaan jumlah nominal yang dibayarkan oleh pembeli 
dengan kwitansi yang disetorkan terdakwa pada kasir perusahaan. 
Jumlah uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa adalah 
sebesar Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah). 
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 Adapun rincian pembayaran uang panjar perumahan dari para 
pembeli kepada PT. Dwifa Resky Pratama yang dibayarkan melalui 
Terdakwa namun uang tersebut tidak sepenuhnya disetorkan kepada 
kasir perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel I: Daftar Penyetor Uang Panjar Pembayaran Perumahan 
NO. NAMA PEMBELI PEMBAYARAN 
YANG 
DISETORKAN 
YANG TIDAK 
DISETORKAN 
1. Muhammad Rizal Rp. 24.000.000,- Nihil Rp.24.000.000,- 
2. Muh. Jufri Gani Rp. 14.000.000,- Nihil Rp.14.000.000,- 
3. Abdullah S. Rp. 13.000.000,- Nihil Rp.13.000.000,- 
4. Ir. Badaruddin Rp. 33.000.000,- Rp.18.000.000,- Rp.15.000.000,- 
5. Jidang Rp. 11.000.000,- Rp.  6.000.000,- Rp.  5.000.000,- 
6. Zainuddin Rp.   5.200.000,- Rp.  3.200.000,- Rp.  2.000.000,- 
7. Zainuddin Rp.   5.200.000,- Rp.  3.200.000,- Rp.  2.000.000,- 
8. Murshaha Yaman Rp.   5.000.000,- Rp.  4.500.000,- Rp.    500.000,- 
9. Hamzah Rp. 50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.25.000.000,- 
   Jumlah Rp.100.500.000,- 
Sumber Data: Putusan No. 1131/Pid/B/2014/PN. Mks 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 374 KUHP. 
Atau  
Subsidair 
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 Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang 
telah didakwakan dalam dakwaan Primair diatas, telah sengaja dan 
melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
 Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat 
upah untuk itu, yakni uang pembayaran DP/ uang panjar perumahan 
yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sekira 
sebesar Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah). 
 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai 
berikut: 
 Terdakwa selaku Marketing pada perusahaan telah mengambil 
dan menggunakan uang panjar pembayaran perumahan perusahaan 
PT. Dwifa Resky Pratama secara bertahap dengan cara ketika 
Terdakwa menerima pembayaran uang panjar perumahan dari 
pembeli atau user yang menyetor secara langsung dan yang mengirim 
atau mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa, lalu sebagian uang 
pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan ke kasir perusahaan 
melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan dirinya sendiri. 
 Setelah dilakukan pengecekan ulang kepada para pembeli 
dengan mencocokkan bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran 
ditemukan perbedaan jumlah nominal yang dibayarkan oleh pembeli 
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dengan kwitansi yang disetorkan terdakwa pada kasir perusahaan. 
Jumlah uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa adalah 
sebesar Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah). 
Adapun rincian pembayaran uang panjar perumahan dari para 
pembeli kepada PT. Dwifa Resky Pratama yang dibayarkan melalui 
Terdakwa namun uang tersebut tidak sepenuhnya disetorkan kepada 
kasir perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel II: Daftar Penyetor Uang Panjar Pembayaran 
Perumahan 
NO. NAMA PEMBELI PEMBAYARAN 
YANG 
DISETORKAN 
YANG TIDAK 
DISETORKAN 
1. Muhammad Rizal Rp. 24.000.000,- Nihil Rp.24.000.000,- 
2. Muh. Jufri Gani Rp. 14.000.000,- Nihil Rp.14.000.000,- 
3. Abdullah S. Rp. 13.000.000,- Nihil Rp.13.000.000,- 
4. Ir. Badaruddin Rp. 33.000.000,- Rp.18.000.000,- Rp.15.000.000,- 
5. Jidang Rp. 11.000.000,- Rp.  6.000.000,- Rp.  5.000.000,- 
6. Zainuddin Rp.   5.200.000,- Rp.  3.200.000,- Rp.  2.000.000,- 
7. Zainuddin Rp.   5.200.000,- Rp.  3.200.000,- Rp.  2.000.000,- 
8. Murshaha Yaman Rp.   5.000.000,- Rp.  4.500.000,- Rp.   500.000,- 
9. Hamzah Rp. 50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.25.000.000,- 
   Jumlah Rp.100.500.000,- 
Sumber Data: Putusan No. 1131/Pid/B/2014/PN. Mks 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 372 KUHP. 
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C. Tuntutan Penuntut Umum (Reguisitor) 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan karena ada 
hubungan kerja, maka penuntut umum memohon kepada Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini untuk memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa Rusmia bersalah telah melakukan tindak 
pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dalam 
surat dakwaan Subsidiair. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusmia pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar 
terdakwa segera ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) lembar kwitansi 
pembayaran uang DP dari pembeli dan 1 (satu) lembar Surat 
Persetujuan Pembelian (SPP) tetap terlampir dalam berkas 
perkara. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar  biaya perkara sejumlah 
Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah). 
D. Amar Putusan 
Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 8 
Januari 2015 oleh Acice Sendong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua 
Majelis, H. Sunarso, S.H., M.H. dan Suparman Nyompa, S.H., M.H. 
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masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam 
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 
2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi 
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Hj. 
Maryam, S.H. sebagai Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri 
Makassar dan dihadiri oleh Anis Muslchati, S.H. selaku Penuntut 
Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan 
Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa 
perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan di atas, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
MENGADILI 
1) Menyatakan Terdakwa Rusmia terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan 
yang dilakukan karena ada hubungan kerja”. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun. 
3) Menyatakan barang bukti berupa fotocopy surat yaitu: 
- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran uang DP dari pembeli. 
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembelian (SPP). 
4) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
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E. Analisis Penulis 
Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan primer: didakwa 
dengan Pasal 374 KUHP dan dakwaan subsidair: didakwa dengan 
Pasal 372 KUHP. 
Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim 
akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhnya diantara 
dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum 
yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis 
Hakim bahwa dakwaan pertama memiliki potensi dan sesuai dengan 
fakta persidangan sehingga dakwaan kedua tidak perlu 
dipertimbangkan lagi. 
Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil di dalam 
kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum di dalam dakwaannya 
telah benar dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena 
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pertimbangan yang dilakukan 
oleh hakim dalam memutus tindak pidana yang terdakwa lakukan 
yaitu dengan melihat penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa 
disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena upah untuk itu. 
Sehingga, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan dakwaan 
alternatif pertama yaitu Pasal 374 KUHP. 
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Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah 
dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi 
agar perbuatan tersebut dapat dihukum, adalah sebagai berikut: 
1) Unsur “dengan sengaja” 
2) Unsur “suatu benda” 
3) Unsur “barangsiapa” 
 Barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak 
pidana,  dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada 
subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau 
badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu 
tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. Dalam 
perkara ini, yang diajukan di persidangan adalah terdakwa Rusmia. 
Maka, unsur barangsiapa dalam perkara ini telah terpenuhi. 
4) Unsur “menguasai barang secara melawan hukum” 
Maksud dari menguasai secara melawan hukum adalah 
penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-
olah ia merupakan pemilik dari barang tersebut, bertentangan 
dengan hak yang membuat benda itu berada padanya. 
Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan uang panjar 
perumahan dari pembeli untuk dirinya sendiri. Dimana seharusnya 
uang tersebut disetorkan terdakwa ke perusahaan tanpa seizing 
atau sepengetahuan pembeli maupun perusahaan. 
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5) Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” 
6) Unsur “berada padanya bukan karena kejahatan” 
 Unsur berada padanya bukan karena kejahatan 
menunjukkan adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata 
antara pelaku dengan benda tersebut. 
7) Unsur “berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja atau 
karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” 
Terdakwa bekerja sebagai staf Marketing pada PT. Dwifa Resky 
Pratama dan diberi gaji sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus 
lima puluh ribu rupiah). 
Mengenai penerapan pidana materiil pada tindak pidana 
penggelapan karena ada hubungan kerja, penulis melakukan 
wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar selaku Hakim Anggota yang menangani perkara dengan 
nomor putusan 1131/Pid.B/2014/PN.Mks, yaitu Suparman Nyompa, 
S.H., M.H. pada tanggal 9 Februari 2016. Beliau menjelaskan bahwa: 
Terdakwa jelas dikenakan Pasal 374 KUHP tentang tindak 
pidana penggelapan dengan pemberatan. Dimana pemberatan dalam 
Pasal 374 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan karena ada 
hubungan kerja, mata pencaharian, atau mendapatkan upah. Setelah 
Majelis Hakim selesai mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan serta alat 
bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
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dan alat bukti surat berupa bukti kwitansi pembayaran uang panjar 
perumahan dan surat persetujuan pembelian, perbuatan terdakwa 
telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut 
Umum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya.  
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.MKS 
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.MKS 
Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan 
obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
1131/Pid.B/2014/PN.Mks ini, setelah mendengar keterangan-
keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, 
disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling 
bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum 
sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah 
didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu 
melanggar ketentuan sebagai berikut: 
Primair  : melanggar pasal 374 KUHP 
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Subsidair : melanggar pasal 372 KUHP 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum 
disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu 
melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut: 
a. Barangsiapa 
b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang 
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain 
c. Yang ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena 
pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat upah 
uang. 
Ad. 1. Unsur Barangsiapa 
Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah siapa saja tanpa 
kecuali, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat 
mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. 
Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Rusmia dan setelah 
diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan yang 
dicantumkan oleh Penuntut Umum, sehingga jelas bagi Majelis Hakim 
bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat 
dakwaannya adalah Terdakwa yang diharapkan dalam persidangan 
perkara ini, dan Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani 
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sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 
sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan 
orang lain 
Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Teori Memorie van 
Toelicting adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui apa 
yang dilakukannya. 
Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada tiga tingkatan 
sengaja yaitu: sengaja sebagai niat atau tujuan, sengaja sadar akan 
kepastian, dan sengaja insyaf akan kemungkinan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Ir. Abdul 
Mukti karena tidak menyetorkan uang panjar perumahan dari sembilan 
pembeli kepada perusahaan PT. Dwifa Resky Pratama sebesar Rp. 
105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), tetapi hal tersebut disangkal 
oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa seluruh pembayaran uang 
panjar perumahan telah disetorkan sebanyak Rp. 86.000.000,- 
(delapan puluh enam juta rupiah), sisa yang tidak disetorkan adalah 
diskon atau bonus untuk karyawan. 
Menimbang, bahwa Saksi Hj. Sri Hasriningsih menerima sms 
nyasar tentang uang panjar yang tidak disetorkan seluruhnya 
sehingga Saksi melakukan pengecekan terhadap kwitansi-kwitansi 
dan ditemukan banyaknya perbedaan jumlah uang dalam kwitansi-
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kwitansi tersebut. Tanda tangan di kwitansi tersebut adalah benar 
milik Terdakwa Rusmia. 
Menimbang, bahwa Saksi Ir. Abdul Mukti dan Hj. Sri Hasriningsih 
di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa diskon 
diberikan kepada pembeli apabila melunasi uang panjar perumahan 
tesebut bukan kepada karyawan dan Terdakwa memotong langsung 
uang panjar tersebut dengan alasan bonus. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut maka unsur ini telah terpenuhi. 
Ad. 3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan 
melainkan karena pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia 
mendapat upah uang 
Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang 
panjar perumahan dari pembeli karena terdakwa selaku staf Marketing 
pada perusahaan PT. Dwifa Resky Pratama dan diberi tugas untuk 
menjual rumah dan menerima pembayaran uang panjar dari pembeli. 
Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya 
dari perusahaan milik Saksi Ir. Abdul Mukti sebesar Rp. 1.350.000,- 
(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa diangkat 
menjadi karyawan atas dasar kekeluargaan dan telah bekerja sejak 
tahun 2008 sampai tahun 2012. 
Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi. 
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Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi 
maka Terdawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti 
maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak 
terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
dijatuhkan sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan 
perbuatannya. 
Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai mantan karyawan PT. 
Dwifa Resky Pratama tentunya telah banyak menjual rumah kepada 
para pembeli sehingga telah menguntungkan perusahaan tersebut, 
jadi patut dan adil apabila hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal 
yang meringankan dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap diri 
Terdakwa. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan sanksi 
pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu: 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya 
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Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa sebagai mantan karyawan PT. Dwifa Resky Pratama 
tentunya telah banyak menjual rumah kepada para pembeli 
sehingga telah menguntungkan perusahaan 
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil 
- Terdakwa sopan dalam persidangan 
Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP dan peraturan 
hukum lain yang bersangkutan. 
B. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir 
(vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam 
putusan tersebut Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. 
Dalam penjatuhan sanksi pidana, Hakim harus berdasarkan 
pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam 
Pasal 183 KUHP. 
Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan 
sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan penjara sedangkan putusan Hakim adalah 1 (satu) tahun 
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penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang 
meringankan.  
Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Suparman Nyompa, S.H., 
M.H., menjelaskan bahwa: 
Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang 
menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan 
terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang 
didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama, terdakwa telah 
berjasa kepada perusahaan dan perusahaan tidak memberikan 
reward kepada terdakwa. Kedua, terdakwa memiliki anak yang usia 
balita. Yang ketiga, terdakwa berlaku sopan selama persidangan. 
Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan 
bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar/ pemaaf atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Dalam Putusan No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks, penulis 
sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa di 
antara dua dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka yang 
terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Pertama yakni 
melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karena unsur-unsur dalam pasal 
inilah yang terbukti sebagai fakta di depan persidangan pengadilan, 
sehingga tepatlah Amar/ Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan 
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bahwa Rusmia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan 
kerja. 
Dalam Putusan No. 1131/Pid.B/2014/PN.Mks, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut 
penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai 
berdasarkan dengan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat 
bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, dan bukti berupa enam lembar kwitansi dari 
pembeli, dan satu lembar Surat Persetujuan Pembelian. Kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya itu, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya. 
Selain itu, Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau 
alasan pemaaf untuk menjadi alasan penghapusan pidana terhadap 
perbuatan yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim melihat adanya 
hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui 
perbuatannya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa 
sebagai mantan karyawan pada perusahaan tersebut telah menjual 
rumah dan memberikan keuntungan kepada perusahaan sejak tahun 
2008 sampai tahun 2012 sebagai karyawan. Selain itu, terdakwa 
adalah seorang ibu yang memiliki anak usia balita dan terdakwa 
sopan selama persidangan. 
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Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah 
melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus kasus ini yaitu 
Suparman Nyompa, SH, MH, maka penulis berkesimpulan bahwa 
penjatuhan sanksi selama 1 (tahun) penjara dinilai sudah tepat. Hal ini 
mengacu pada hal-hal yang meringankan terdakwa seperti, terdakwa 
telah berjasa pada perusahaan dengan menjual rumah, terdakwa 
memliki anak usia balita mengingat terdakwa adalah seorang 
perempuan, dan terdakwa berlaku sopan selama persidangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap 
pelaku tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja 
yang menyatakan Terdakwa Rusmia telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan 
karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 374 KUHP sudah tepat. Hal itu sesuai dengan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-
fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum berupa bukti kwitansi pembayaran uang panjar perumahan 
dan surat persetujuan pembelian, dan keterangan terdakwa. Serta 
terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja 
dinilai sudah tepat, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi 
hukuman atau pidana. Selain itu, kenyataan yang diperoleh 
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selama persidangan dalam perkara ini, terdakwa memiliki anak 
usia balita sehingga penjatuhan hukuman selama 1 (tahun) 
penjara dirasa berat untuk seorang ibu, dan juga terdakwa telah 
berjasa memajukan perusahaan selama bekerja menjadi staf 
Marketing. 
B. Saran 
1. Penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan 
kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal 
dengan perbuatan yang dilakukannya. Kerugian-kerugian yang 
didapatkan oleh korban baik dari segi materiil dan immaterial 
harus dipertanggungjawabkan. Agar dikemudian hari pelaku 
kejahatan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. 
2. Hakim memiliki tugas yang berat karena keputusan berada 
sepenuhnya di tangan hakim. Jadi seorang Hakim dalam 
memutuskan perkara harus menjatuhkan putus seoyektif mungkin 
agar masing-masing pihak tidak merasakan ketidakadilan yang 
mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam 
penyelesaian perkara yang mereka hadapi. 
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